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I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang | N\
Perjaniian keuangan internasional, pembangunan ekonorni dan kebijakan
pemerintah merupakan instrumen yang dapat di indikasikan sebagai faktor
internal dan eksternal memajukan ekonomi nasional suatu negara dan dapat
pulamemimbulkan keterganiungan negara berkembang datam mensejahterakan
rakyatnya, sesuai dengan teori manejemen ekonomi pembangunan yang
dikemukakan Michael Todaro.> Pengaruh hukum/perjanjian internasional
terhadap bidang lain di luar hukum, kontra hukum murni Hans Kelsen,* memang
terjadi dalam pelaksanaan. Keadaan ini dibenarkan oleh para ahli hukum, antara
lain Bagir Manan,’ yang mengatakan bahwa hukum mempengaruhi bidang-
bidang dalam hukum itu sendiri dan dapat pula terhadap bidang-bidang di luar
hukum tersebut. '
Biasanya perjanjian internasional semacarmn ini dilakukan dengan negara-
negaramaju yang memiliki kepentingan politik ekonomi dengan negara-negara
berkembang yang melakukan perjanjian internasional tersebut. Hal ini dapat
dilihat di negara-negara Amerika Latin misalnya Argentina, dan di Korea Selatan,
serta Indonesia, Pemerintah RI sudah sering melakukan perjanjian pinjaman

' Paper disampaikan Dalam Temu Diskusi Pemuka Masyarakat, LSM, dan Para Pejabat
Kantor Wilayah Dep. Hukum Dan HAM RI, Dalarn Rangka Penyuluhan Hukum di
Daerah Papua, Jayapura, Desember 2003, dan untuk memenuhi permintaan dari Ditjen
PP merupakan salah satu bagian dalam majalah yang diterbitkan oleh Ditjen PP, dengan
beberapa pengubahan sesuai perkembangan hukum, Jakarta, Juni, 2006

Ahli Peneliti Muda Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan
HAM RI, Hasil Penelitian yang dilaknkan berkaitan dengan Penyususunan RUU
Perjanjian Internasional Di Bidang Keuangan, Khususnya Tentang Mekanisme Dan
Prosedur

> Michael Todaro, Pembangunan Ekonomi Di Negara Ketiga, Al. Bah, Haris Munandar,
Jakarta, 1999, Him. 104-157

Hans Kelsen. Dalam Wolfang Friedman Legal Theory. Harvard University Press,
Boston Massatcuhusetts, USA,P. 21. Hans Kelsen mengemukakan pendapat bahwa
hukum adalah kumpulan norma, walaupun dalam mempertahankan pendapat tersebut
tidak konsisten,

Bagir Manan. Perkembangan Hukum Dan Peraturan Perundang-undangan, Unpad
Press, Bandung, 2002, Hlm. 3.
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1uar negen/loan agreemem‘ dengan nega.ramegara 1a1n mlsainya dengan

:' 'AmenkaSenkatdan negara—negaraEropah

Per;anjian internasional yang berkaitan dengan pmjama'l luar negen
_ tersebut dﬂakukan oleh Presiden berdasarkan Pasal 11 ayai(2) UUD 455
Ketentuan ini -mencandung arti bahwa dalam hal-hal tertentu pembuatan
perjanjian dengan negara lain chatur dalam undang undang ’ Penjabaran dasar

i pelaksanaannyadlamdalamUndangﬁndang Nomor. 24 Tahun 2000 tentang. -

L Perja anj ian Intemaszonal ‘yang ditetapkan pada taﬁggal 23 Oktober (UU No 24/ f o
' rjanjian Internasional). ..

antar_ Tain untuk mencerdaskan, dan memngkatkan kese;ahteraan umnm, juga
unmk melakukan hubungan kelja sama mtemasmnal yang d1wu3udkan dalam
peljanjlan internasional ® o

- Masalah yang terkait denoan pmjaman dan/atau hzbah luar negeri dzatur
dengan undang-undang tersendiri.” Sumber Pinjaman Luar Negen dapat berupa
pinjaman IGGI yang bersifat bilateral dan multilateral, dan pinjaman non-fGGL

Pinjaman bilateral berasal dari pemenntah suatu negara melalui suatu lembaga/
Badan Keuangan yang dibentuk oleh negara bersangkutan Tuﬂas lembaga
tersebut adalah mengelola, dan melaksanakan pemberian pinjaman pada negara
peminjam, aniara lam Jepang (Overseas Economic Cooperation Fund/
OECF), Amerika (Umted States Agency. for International Development
Agency (USAID), dsbnya. Pinjaman multilateral berasal dari Lembaga/Badan
Kenangan Internasional maupun regional yang Indonesia ikut sebagai anggota,
antara lain International Bank for Reconstruction and Development (IBRD),

International Developmem‘Assocxanon (IDA), dan International Fund for
Agricultural Development (IFAD).

Sebelum berlakunya UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional penerapan perjanjian internasional di Indonesia didasarkan pada
Surat Nomor 2826/HK/60 tanggal 22 Agustus tahun 1960 tentang Pembuatan
Perjanjian-Perjanjian Internasional Dengan Negara Lain yang ditujukan kepada
DPR. Dalam surai tersebut dikatakan bahwa hanya perjanjian yang penting-

¢ Pasal 11 Ayat(2) tersebut menentukan bahwa: “Presiden dalam membuat perjanjian

Jiniermasional lainnya yang menimbulkan akibat yang inas dan mendasar bagi

kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau

mengharuskan perubahan atau pembentukan peraturan undang-undang harus

dengan persetnjuan Dewan Perwakilan Rakyat”,

Pasal 11 Ayat (3) menentukan bahwa: “Ketentuan lebih lanjui tentang perjanjian

internasional, dan perubahan kementerian negara diator dalam undang-undang.

Perjanjian internasional yang akan diberlakukan di Indonesia biasanya diajukan ke

DPR, dan dapat pula hanya berupa pemberitahuan.

5 Latar belakang dan fujvan dibentuknya UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional dapat ditemukan dalam Konsiderans Menimbang UU tersebut.

? Dasar hukum perjanjian internasional diatur dalam Pasat 10 huruf { UU UU No. 24
Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional UU.
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-pentmg saja yang dlbuat dalam undang undang, sedang puxjangiannpeg anpan :
"'Iamnya hanya dlsampmkankepadaDPRunmk diketahui.
' Mekamsme yang dilakukan tersebut: belum mencermmkan suatu
_mekamsme perja.npan pinjaman luar negeri yang terpadu ‘Keadaan i ini.
-menimbulkan kesenjan gan dalam koordmam peiaksanaan perjanjian pinjaman
_'luarnegen Di samping. berasal dan faktor internal tersebut, juaaberasal darz

...faktoreksternal berupa perbedaan penanganan dana; Berbedanya penanganan
- ‘dana pada masmg—masmg negara atan pemilik'sumber dana yang merupakan

o obyek pinjaman luar negeri menimbulkan berbagal pcrsoalan Persoalan yang
* timbul semakin rumit karena pinjaman lnar negeri yang dilakukan antara
* Permerintah Repubhk Indonesia dengan Pemerintah Negara lam menimbulkan
dampak tidak saja terhadap bidang ekonomi, akan tetapi jucra terhadap b}dang
huklm} khususnya Hukum Admuustram Negara ' '

1. 2 Permasa!ahan

Sesual m‘aian ch atas permasalahannya ada}ah _ -
1. 1 1 Apa flmg31 dan manfaat pelaksanaan peganﬂan plnjaman luar necen
- dibidang keuangan dalam menungang pembangunan ekonorm nega:a
berkembang? i .
1. 1 2 _Bagaimana mekanisme pelaksanaan peganjlaa pmjaman Juar: negen
berdasarka_n UUD 1945 dalam pemngkatan pembanguna.n ekonorm
© masional?
1. 1 3 Apaaklbathukmnpeganjlan pmjamankeuangan luarnegenberdasarkan
UUD 45 dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nassional? .

i. 3 ’.{hjuan Penelitian

1.3. 1 Menemukan bagaimanakah fungsi dan manfaat perjanjian pinjaman
-luar negeni di bidang kenangan dalam menunjang pembangunan ekonorm
negaraberkembang. '

1.3.2 Menemukan bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian pmjaman
luar negeri di bidang keuangan berdasarkan Pasal 11 UUD 45
dalam pembangunan ekonomi nasional

1.3.3 Menemukan bagaimana akibathukum perjanjian pinjaman keuangan
luar negeri berdasarkan UUD 45 dan dalam pembangunan ekonozm
nasional.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
sumbangan pemikiran atan bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan
ckonomi pembangunan dan wawasan di bidang hukurn, khususnya di
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at_uran perundang ndangan':terkal'

;'bldang hulq.lm perjanpan mtemasmnal kewenanoan Iembaga dalam I_ e -

it . dan kebijakan di :b1dang |
-me}(amsmekenaﬁgan__'l‘erutama diharapkan hasil penehtlanmidapat S
jadikan pertimbangan oleh pemerintah dalam menunjang pembentukan .~

‘petaturan perundang«undangan keuangan negara bag1 pengembangan p N

._ ':fekonorm nasmna}

3 5 K@raﬂgka 'E‘eam
1 5 1 HukumNasmnal

Secara nasional mstmmen hukum yan Io4 dxranﬁkam mempakan pengatu: -
tingkah laku dalam masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan,
sesuai yang. dakemukakan Mochtar Kusumaatmadja,'® agar berjalan secara. -
tertib dan iercapai tujuan yang dicita-citakan. Berpatokan pada pemikiran
tersebm dﬁm‘bungkan tujuan perjanjian intermnasional di bidang keuangan, maka
terwujudnya kesejahieraan rakyat yang - dicita-citakan UUD 45, dapat
dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, apabila pelaksanaan perjanjian
pinjaman tersebut dan penerapannya dalam pembangunan ekonomi nasmnal
dﬁakukan dﬁa.ndam hukum yang jelas.

. Perjanjian interasional di bidang keuangan negara tennasuk dalam bidang
huk_;_lm}_ publik yang diatnr dalam hukum internasional dan dibuat oleh pemerintah
dengan negara, organisasi internasional sebagai subyek hukum iniernasional
lainnya. Bentuk dan nama perjanjian dalam prakieknya cukup beragam. Hal
itu aniara lam treaty, convention, agreement, memorandun of understand-
ing, protocol, charter, declaration, final act, arrangement, exchange of
notes, agreed minutes, summary record, process verbal, modus vivendi,
dan letier of intent, 1!

10 Mochiar Kusumaatmadja, Fungsi Hukom Dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta,
Jakarta, 1976, Hlm, 11,

i Alinea Vi baglan I, Penjelasan Umurm UU No. 24 Tahun 2000 tentang Pembuatan
Perjanjian Tnternasional.
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_ Mekamsme pela.ksanaannya berdasarkan hukum dasar negaraRI1. Hukmn
" dasar sebagai pedoman utamanya adalah UUD 45, Pasal 11. Ketentuan Pasal
11 UUD 45 memberikan kewenan; gan kepada Presmera untuk melakukan
perjanjian. mternasxonal di bldang keuangan dengan mempemmbangkan

N kepenUnganrakyatbanyaL Dihubungkan dengan pembangunan ekonomi yang
' _'bertujuan mensejahterakan rakyat secara merata ‘melalui pembangunan

..o......€konomi, maka Presiden senncr melakukm pal] anjlan denoan negarawnegara .
e Iam yang. ekonormnya majlL.

. Ketentuan Pasal 11. UUD 45 membenkan dasar hukum pelaksanaan
- fkekuasaan Presiden sebagat konsekwensi dari kedudukannya sebagai Kepala
'Negaxa Pasal 11 Ayat (1} UUD 45 menentukan ‘bahwa: “Presiden dengan
persetujuan, Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”: Ayat (2) menentukan tentang
kewenangan-kewenangan Presiden dalam membuat perjanjian internasional
lainnya yang menimbulkan akibat yang lnas dan mendasar bagi kehidupan
rakyat yang terkait, antara lain dengan beban keuvangan negara.'? Dalam
pembuatan perjanjian internasional tersebut dapat menimbulkan akibat
perubahan atan pembentokan peraturan undang undang harus den gan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

--Pengaturan dalam Pasal 11 UUD 45 bersifat ringkas sehingga memeriukan
penjabarannya lebih lanjut: Untuk itu dibutuhkan suatu perangkat peraturan
perundang-undangan yang secarategas mendefinisikan kewenangan lembaga
eksekuiif dan legislatif dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional
serta aspek-aspek lain yang diperlukan. Hal ita bermanfaat dalam mewujudkan
hubungan yang dinamis antara kedua lembaga tersebut. Pelaksanaan ketentuan
Pasal 11 ayat (2) ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2000 tentang Perjanjian Internasional (UU No.24/2000 tentang Perjanjian Luar
Negeri). Pada saat belum berlakunya UU No.24/2000 tentang Perjanjian Loar
Negeri ini, pengaturan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian
internasional idak dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang
Jelas Hal itn menimbulkan banyak kesimpangsiuran dalam prakiek. p-

‘Pasal 10 huruf f UU ini menentukan bahwa masalah yang terkait dengan
pinjaman dan/atau hibah luar negeri  diatur dengan undang-undang tersendiri,
antara lain pinjaman dan/atau hibah luar negeri merupakan salah satu dari

2 Selain kewenangan Presiden dalam membuat perjanjian internasional di bidang
keuangan yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat
vang terkait dengan bidang kevangan negara, Ayat (2) ini memberikan pula
kewenangan pembuatan perjanjian internasional yang berkaitan dengan beban
keuangan negara.

'* Penjelasan Umum UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
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beburapajemsgseqangzanyangharusdlsahkan daiam_b' mk - .ang-undang,
'danmennhhkonsekwena penundukandm P

ny (ac:ces' n)_ _'persetujuaﬁf(appr_ al), dan lzun—lam cara yang disepakaa oleh

o _'piha}gyang aktif dalam proses pembuatan perjanjian dengan pmak keuga yang: e

- * melakukan pernyataan penundukan diri tersebut, tunduk pada isi perjanjian -

kecuali ada pemyataan tenkat pada perjanﬂan d1seﬂa1 dengan persyzu atan'

S (resermtzon)

- Dalam kanannyé den ga.n pelaksanaan atau mekamsme yang telah berjalan

o salama ini, hal tersebut memerlukan penalaran yang luas, karena apabilakita

menafsirkan secara. sermpii terhadap Pasal 11 UUD 1945, hal tersebutjelas
menentukan’ bahwa setiap ‘perjanjian harts’ dengan’ ‘persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat tanpamelibat apakah perj anj1an tersebut berbobot pohtlk
atau tidek. Fal ini men gandung pengertian bahwa pﬁija.nj 1311 men genal soal—
soal kecﬂpun harus memperoleh persetjuandari DPR. -

“Pengaturan sebalumnya hanya menitikberatkan pada aspek pengesahan
perjanjian internasional. Oleh karena dibutuhkan adanya suatu peraturan
perundang-undangan yang mencakup aspek pembuatan dan pengesahan
peqanjlan internasional demi kepasnan hukum. -

' Sebelum chtetapkannya UUmni pemenntah melalui surat Nomor 2826/
HK/@D tanggal 22Agusm:s tahun 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-Perjanjian
Internasional Den gan  Negara Lain yang ditujukan kepada DPR, menyatakan
bahwa pengeman perjanjian sebagaimana terdapat pada Pasal 11 UUD 1945
tidak men crandung arti untuk semua perjanjian, tetapi hanya perjanjian yang
penhng»pennng saja dan Iazunnya berbentuk trakiat (freaty). Sedangkan
pegan;;ampm}anpan lainnya akan disampaikan kepada DPR untuk diketahui.
Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah mempunyai keleluasaan bergerak dalam
menJ alankan hubuncran mtemaszonalnya. '

M D:tuancrkannya pe:janpan mtemasmnal dalam suatu peraturan perundang~undangaa
nasional menimbulkan konsekwensi penundukan diri terhadap ist perj anjian
“internasional tersebut, bila negara itu ikut aktif dalam pembahasan dan persetujuan
isi perjanjian. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 UU N0.24/2000 tentang Perjanjian
Intemnasional, Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang
apabila;: a) berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan
negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indo-
nesia; c} kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) pembentukan kaidah hukum baru;

dan f) pinjamar dan/atau hibah luar negeri.

Pernyataan pengikatan diri dalam perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu

negara diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 Konvensi Wina Tahun 1969 ;

ielan}utnyaﬁ Izlhat pula Lord Mc Nair, The Law of Treaties, Oxford University Press,
ondon, 19
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: Peganpan pentmg yancr dimaksud Pemenntah dalam surat sebagalmana_
' tPrsebut di atas adalah perjanjian yang mengandung matert pohtl.k
' Persoalampersoalan politik atau persoa]an-persoalan ‘yang -_rdapat
_'mampenﬂanﬁn ‘haluan politik. luar: negeri. negara seperti halnya dengan
_pezjanﬂan-pexjan_uanpersahabatan pegan;zan«peqanjlan persekutuan (aliansi),

- perjanjian-perj anjian tentang perubahan wilayah atau penetapan tapal batas.
... Jkatan-ikatan. yang: sedemikian . Tupa’. sifatnya sehmgga mempengaruhl

haluan’ pohtzk luar. negeri - Negara,- dapat-terjadi ‘bahwa ikatan-ikatan
- sedenukxan dacantumkan dalam pezj janjian kerj a'sama ekmorm dan-tekms

- Surat Presiden ini dalam praktek pelaksanaan perjanj ian miemasmnal
merapakan’ pedoman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian intemasional.
Dalam perkembangannya dirasakan bahwa surat Nomor 2826/HK/60 tanggal
22:Agustustahun 1960 tentang Pembuatan Pezgan_uan perjanjian Internasional
Dengan Negara Lain tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi.

.Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah
Repubhk Indonesia dan pemeriniah negara-negara lain, organisasi intemasional
dan subyek hukum iniemasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat
penting karena mengikat negara pada bidan g -bidang tertentu, dan oleh sebab
i p@mbuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan
dengau dasar-dasar yang Jelas dan kuat, den gan menggunakan mstrumen
peraturan perundang-undan gan yang jelas pula.

. Dalam rangka mencapai tujuan negara Repubh_k Indonesm sebagaimana
tercantum dalam Pembukaan UUD 45, yaitu melindungi segenap. bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah "i’ndonesm, memajukan kesgjahteraan urnum,
mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamalan abadi dan keadilan sosial, pemenntah
negara Repubhk Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional
melakukan hubungan dan kerja sama mtemasmnal yang diwujudkan dalam
perjanjian internasional.

Perjanjian internasional yang dltentukan dalam UU No. 24 Tahun 2000
tentang Perjanjian Internasional adalah setiap perjanjian di bidang hukmm publik,
diatur oleh hukum internasional dan dibuat oleh pemerintah dengan negara
organisasi internasional atau subyek hukum internasional lain."”

Dalam UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ditentukan
bahwa pengesahan peg anjlan internasional oleh pemenntah Republik Indone-
sia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. '8

' Soal-soal yang menurnt UUD atar menurut sistem perundang-undangan kita harus
diatur dengan Undang-undang, seperti soal-soal kewarganegaraan dan soai-soal
kehakiman

'" Penjelasan Umum UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Alinea VL.

' Pengesahan perjanjian internasional diatnr dalam Bab I UU No. 24 Tahun 2000
tentang Perjanjian Internasional.
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_Pengesahaﬂpeljanjian mtemaswnaltersebutdﬂa}ctkan denganundanguundang_'__j L
- atan keputusan, Presiden. ' Pasal- 10 UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian =~

'_'Intemasmnalchtanh;kanbahwapeganjianmtemaslonalyanvberkenaan dengan__:_ o

= mela}éukan pt’.l] angzan 1i§tei'na310nal di bxdang keuan gan J adi otoritas dalam:_ |

s melakikan persiapan, p@lai{saﬂaan dan pengﬂ@&an perjanjian dimaksud berada

di tangan Menteri Kenangan. Dewan Perwakilan'Ralcyat sebagai representasi-

rakyat] Iﬁdonesm telah memberikan  konsesinya kepada Menteri Kevanganuntuk. . N

melakukan pegarglan d1maksud termasuk pex}anj ian mengenm pmjaman dan
hibah Iuar. negefic .oy b

- Dalam kaitannya. dengan pmj aman Iuar negen maka sebagalmana
lazmmya, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara (APBN) pinjaman
tersebut akan diperlakukan sebagai penerimaan permbangunan. Berdasarkan
ketentuan Pasal 23 UUD 1945 APBN ditetapkan setiap iahun dengan undang-
undang. Hal ini berarti harus mendapatkan persstujuan DPR. Jika tidak mendapat
persetujnan DPR, maka pemerintah wajib menjalankan anggaran tahun
sebelumnya. Dengan dicantumkannya nilai pinjaman dimaksud dalam Undang-
undang APBN, maka persetujuan DPR (vatifikasi atas pefjanjian pinjamannya)
secara otomatis telah including di dalamnya. Hal ind berarti tindakan pemerintah
yang mengikatkan negara RI dengan negara lain atau lembaga internasional
dalam bentuk perjanjian pinjaman vang telah disetujui DPR. sebagai wakil rakyat.

:Dalam prakick ketatanegaraan kita dewasa ini, dikenal adanya dua bentuk
ratifikasi perjanjian luar negeri, yaitu dengan Undang-undang atau dengan
Keputusan Presiden. Apabila suatu perjanjian luar negeri mensyaratkan bahwa
perjanjian tersebut harus diratifikasi dengan undang-undang, maka pemerintah
harus mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang ratifikasi perjanjian
dimaksud kepada DPR. Tata cara pengajuan Rancangan Undang-undang
dirnaksud sama dengan penyampaian RUU pada umumnya, yaitu melalui
Prolegnas.” Namun dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun
Rancangan Undang- Undancr (RUU) di lnar Prolegnas setelah terlebib dahulu

1% Ketentuan mengenai pengesahan perjanjian internasional ini diatur dalam Pasal 9
avat (2.

2 Sementara itu, Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah,
dan Rancangan Peraturan Presiden Momor 68 Tahun 2005 yang merupakan Lampiran
Undang-Undang Normor 10 Tahun 2004 tentang Pembentokan Peraturan Perondang-
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_mengajﬁkan permohanan 1zm prakarsa kepada Presxden dengan d1serta1

. penyusuraan sasaran yanﬂ mgm dzwu_mdkan pokok pﬂﬂran lmgkup atau ebyek '
yang akan: diatur, dan ]angkauan serta arah pengaturan, Keadaan tertentn
tersebut adalah antara lain meratifikasi konvensi atau perjanjian: mtemasmnal '
: Sedangkan ratifikasi tersebut sangat dibutuhkan: sebagai suam syarat muﬂak

- ..;bagi efekuﬁlyapezjanpan yangrealisasinya daperlukan segera Tatacardsemnacam-
ini kurang prakus dlterapkan bagi RUURatifikasi Perjanjian internasional karena

- memerlukan wakn - yang “lama,’ sementa:a isiratifikasi-ada yang. angat’

- dibuthkan, apalagx yang belkastan dsngan pmjaman keﬁangan unik ké’i)utuhan '
pembangunm - :

Oleh karena ita ratlﬁl\am per anjian 1uar negeri dencran Undaﬂg nndang
secara tekms dapat menghambat efektivitas dari tjuan dilakukannya perjanjian
internasional tersebut. Hal ini akan sangat terasa apabﬂa perjanjian tersebut
menyangkut perjanjian bantuan luar negeri berupa pinjaman uiang Iuar__ne_gen
yang setiap pexjanjiannya harus diratifikasi dengan Undang-undang. Untuk ity,
bagi perjanjian utang luar negeri ratifikasinya cukup sekali saja dalam Undang—
undang APBN sebagaimana diuraikan diatas.

~“Dalam pada itu, sebagazmana amanat Undang~undang ?erj an_uan
hltemasmnal mengenal perjanjian internasional yang terkait dengan pinjaman
dan hibah luar negeri, laporan realisasi pinjaran dan hibah luar negeri pemerintah
kepadaDewan Perwakilan Rakyat d;sampmkan setiap tahun yang memuoat
antara lain naskah perjanjian dan posisi pinjaman dan hibah luar negeri

Pemerintah. Penyediaan informasi oleh Pernerintah mengenai posisi Pinjaman

dan Hibah Luar Negeri Pemerintah kepada khalayak pun haros tersedia sebagaz

wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah kepada publik. i

-Selaras dengan fungsi controling, Dewan Perwakilan Rakyat perlu
melakukan pengawasan terhadap Pemerintah, walaupun tidak diminta
persetujuan sebelum pembuatan perjanjian internasional tersebut karena pada
umnnnya pengesanhan dengan Keppres hanya dilakukan bagi perjanjian
internasional di bidang teknis. Di dalam melaksanakan fungsidan wewenangﬂya,

- Undangan Beserta Peraturan Pelaksanaannya, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal
18 Ayat (3) (tentang ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan
Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Bresiden disiapkan oleh menteri
atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, sesuai dengan lingkup tugas
dan tanggung jawabnya), dan Pasal 24 ( tentang pendelegasian keientuan lebih
lanjut tentang tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan
Presiden yang diatur dengan Peraturan Presiden), Undang Undang Nomor 10 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan
Peraturan Presiden. Dalam Lampiran Undang-Undang dimaksud, diatur bahwa untuk
penyusunan Rancangan Undang-Undang, Menteri Departemen Teknis yang
bersangkutan sebagai pemraixarsa berdasarkan Prolegnas,
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e DPR dapat memmta perrtanggung}awaban atau keterangan Pemermtah_ -
o mengenaz perjanjlan internasional: yang telah dibuat. Apabila dlpandang: o

o merugikan kepentmgan nasxonal perjanjlan mtemsmnal tersebut dapat_ :

T dlbatalkan atas permintaan. DPR.

: Mencmgat Undang‘undang mengenai pexj;anjzan mtemas;onal d1 bxdang .
_ '.keuangan meng:kat semua pihak; makaharus dmmumkan kepada semua pihak.

. - Haltersebut sesuai dengan Pasal 13: Undang~undang Perjanjlag Internasional - e
g menyatakan bahwa’ setlap Undapg-undang dan Kepumszm Presiden

G tentang pengesahan Perjanjian Internasional ditempatkan di Lembaran Negara.

_?enempatanpexamranpemndang~undangan suatupeljanjlan mtsmasmnaldl o

'_dalam Lembaran Negara dimaksudkanagar setiap orang: dapat mengetahm \ _.

- perjanjian: yang dibuat pemenntah ‘dan mengikat seluruh warga negara
Indonesia, sehingga asas pacta siunt servanda dan primat hukum
internasional dapat tanmplementasa denga.n baik tanpa harus bertentangan
denganhukomnasional. + ¢ ¢ 0

1.5.2 Hukum Intemasional

Dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan nasional ikut serta
melaksanakan ketertiban donia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial sebagaimana dimaksud dalam alinea [V Pembukaan
Undang-undang Dasar 1945, hubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia
banyak diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional, baik dilakukan secara
bilateral, regional, maupun multilateral. Adapun bentuk pengesahan yang
dﬂakukan dalam rangka “menasionalisasi” perjanjian i internasional meliputi
beberapa kate gorl yait: a) ratifikasi, apabila pemerintah ikut menandatangam
naskah perj anjian b) aksesi, apablla pemerintah tidak ikut menandatangani
naskah perjanjian; dan c) penerimaan/penyetujuan, apablla pemerintah
memberikan pernyataan. menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak
pada suatu pexj anjzan internasional atas perubahan suatu perjanjian internasional

L Pembuatan perjanjian internasional dan pengikatan diri pada perjanjian
intemasional ditakukan sesuai dengan proses yang sudah biasa dilakukan dalam
kebiasaan internasional. Wayan Parthiana mengemukakan bahwa proses
pembuatan dan penyusunan perjanjian internasional dari awal sampai
mengikatnya harus melalui prosedur tertentu yang sudah umum diterima oleh
masyarakat internasional pada umumnya dan negara-negara pada khususnya.*!
Pada umumnya prosedur perjanjian yang harus ditempuh para pihak yang
dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang melalui dua tahap/meliputi tahap
perundingan dan tahap penandatanganan/yang merupakan tahap pengesahan/
pengikatan diri pada isi ketentuan dalam perjanjian, dan yang melalui tiga tahap/

' Wayan Parthiana, Beberapa Hukum Internasional Dan Hukom Nasional Indonesia,
Binacipta, Jakarta, 1987, Hlm, 130.
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o wakil yang telah mena.ndatangam naskah pezj;anjzan itu kepada peme;

o ,WMJEWWM Vol 3 M. 3 September ?096

- dlsampmg penmdmgan dan penandatanoanan Juga pengesahan aiau persetujuan
* untuk terikat pada pelj anjian (consent to be bound bya z‘reaty)/ persetujuan _
“atau penenmaan yangharus menjalam tahap benkut “yaitu penyampaian oie,h -

B negaranya masing-masing untuk dibahasdan dapertlmbangkan lebxh ian _]Ll[
apakah akan menundukan diri atau akan menolaknya. i '
. “Keudaksamaan prosedur ini. - menunjukkan adanya makna dam am yan g

- '._berbéda Apakah mjuanpembedaanpembenmkannyadanftmgszdankegunaan

- yang sebenamnya dari pernyataan atau persetujuan uniuk terikat pada perjanjian

A “tersebut Pembedaan dalam dua: golongan tersebut d1dasarkan pada 181 daiam

- ismya bersﬁ"at teknis dan txdak begm: besar pengaruhnya terhadap ek51stcn51
dan kripenungan politik negara tidak begitu besar. Perjanjian yang dilakukan
melalui tiga tahap pada umumnya adalah perj anjian yang materinya demﬂuan
penting dan bertalian dengan cksistensi dan kepentingan negara secara
menyeluruh. :

2.. Pembahasan -

2.1 Funom dan Manfaat Pelaksanaan Pelj aajla.n ngaman Luar - Ne gen

“di Bldang Keuangan - Y

Peljangian mternasmnal merupakan salah satu S&l ana mencapai harapan
peembangunan ekonorni. Perjanjian semacam ini i pada saatini merupakan sumber
hukum terpennng -dalam hukum ekonorm/keuangaﬁ internasional. Perjanjian
mternasmnal merupakan pﬂlhan terbaik dalam rangka memberikan batasan
mengenai hak dan kewajiban dalam hubun gan—hubuncan ekonomi internasional
pubhk yang dilakukan pemenntah dengan negara lain, organisast internasional,
dan subyek hukum internasional lamnya yang berupa suatu entitas hukum dan
mempunyai kapasitas membuat; perjanjian internasional dengan negara. Subyek
hukum lainnya dapat juga berupa peruszhaan transnasional yang merupakan
perusahaan yang melakukan kegiatan-kegiatan komersial dan ekonomi lainnya
untuk negara-negaralain melalm perusahaan-perusahaan cabangnya di negara—
negaralain.

Perjanjian yang dilakukan oleh Presiden dalam bidang keuangan
dilaksanakan sesuai dengan mekanisine dan prosedur yang ditentukan daiam
hukum internasional.

Perjanjian internasional sesuai dengan definisi yang dipakai dalam Pasal 2
Vienna Convention on the law of Treaties, suatu perjanjian internasional
(treaty) sebagai suatu perjanjian dimana dua negara atau lebih mengadakan
atau berrnaksud mengadakan suatu hubungan diantara mereka yang diatur oleh
hukuom internasional. Istilah perjanjian intermasional (freaty) dalam konvensi ini
dianggap sebagat nama umum (nomen generalissimum) dalam hukum
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o _ Analzs Yundxs Terhad ap ?enchuan Perjanpaﬁ Kcuangan lntcmasmnai-: S

» ."'mtemaswnal dan dlanggap mencakup peqanjlan yancr d}bentuk antara_-:.__..

- organisasi-organisasi internasional satu sama lain, atau antara organisasi

o mtemaszonal dl_ satu pxhak dan negara d1 pmak lam meskzpun

_sesungguhnya- i

: ;:masyarakat mtemasm untukmemprakasalatau mengem angkan ker]asama'_--; SRR

- internasional. Secara umum, Suatu perjanjian internasional dimaksudkan untuk. -

. _'_membebankan kewaijan—kewapban '_‘,'anor mengikat terhadap negara—negara-; e =
pesertanya » g | BN

2 2 Mekamsme Berﬁakunya Perj anjsan intemasmnai

Praktek pembenmkan dan pemberlakuan perj E}Il_] 18.1’1 mtemaszonal chtempuh &
melalm 1angl<ah langkah sebagai berikut: - 11 T
Penunjukan orang-orang yang akan melakukan neg031a51 atas nama negara '
. Sekali suatu negara memutuskan untuk memulai negosiasi dengan negara
.ataunegara-negara Jain unmk memuat perjanjian tertentu, maka langkah
-yang pertama dilakukan adalah menunjuk dan mengangkat wakil-wakil
untuk melakukan negosiasi-negosiasi. Setiap wakil itu harus diakreditasi
- danharus dﬂengkapi dengan kuasa yang diperlukan, bukan sajamenyangkut
- statusnya tetapi juga kewenangannya untuk menghadiri dan ikut serta secara
-.aktif dalam neg031a51~negos1a51 }uva untuk menutup dan menandatangam-
. Final Act perjanjlan : Vig
~Negosiasi dan penenmaan (acceprance) -
Negosiasi mengenai suatu perjanjian dllakukan baik melalui pourparlers
- (dalam hal perjanjian-perjanjian bilateral) atan melalui konfrensi diplomatik.
“Dalam kedua prosedur tersebut masmg«-masmg delega51 tetap memelihara
hubungan dengan pemerintahannya. -
' :-}Pengesahan penandatan ganan dan permkaran mstn.unen—mstrumen

Apablla rancangan akh1r perjanjian telah dlsepakati maka instrumen
tersebut siap untuk dilakukan penandatanganan biasanya lebih merupakan
formalitas saja. Berkaitan dengan perjanjian-perjanjian multilateral,
penandatanganan pada umumnya dilakukan pada saat sidang penutupan resmi
(séance de cloture), pada saat mana setiap delegasi membubuhkan tandatangan
atas nama kepala negara atau kepala pemerintah yang mengirimkannya.
Meskipun sifatnya formalitas, penandatanganan penting sekali bagi snatu
perjanjian, terutama karena tindakan ini akan mengesahkan perjanjian dan
penanggalan perjanjian.

Akibat atan pengaruh penandatanganan suatu perjanjian bergantung pada
apakah perjanjian tersebut tunduk pada ratifikasi, penerimaan atau persetujuan
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. _atauikah ndak Apabﬂa pez; a.njlan itu tunduk pada rauﬁkasz penenmaan atau :
_"persetu}uan ‘maka penandatanganan tidak lebih daripada pengertian bahwa
para; wakﬂ delegam telah menyepakau naskah dan berkem@man untuk dﬂa}mkan
- menurgukkan arti p}hak pemenntah untuk melalmkan kzgxan»kaj mn baru terhadap
: 'persoalampersoalan yang diatur dalam perjanpan dalam kmtannya dengan
- implementasi secara domestik. Apabﬂa perjanjian it tidak tunduk -padaratifikasi,
' -fpenenmaan atau persemjuan makadapat dikatakan bahwa mstmmen yanv
- bersangkutan menglkat sejal-: waktn penandatangan ' e

2. 3 Ratxﬁkasa

.. Para wakil atau delega51 yan g menandatangam per] an_uan mternas;onal
atau konvensi selamumya akan menyerahkan naskah perjanjian kepada
pemenniahnya masing-masing untuk msetuj ui, apabﬂa dzsyaratkan denuhan
dalam perjanjian atau diratifikasi. - i

Secara teori, ratifikasi adaiah per,seiuj uan oleh Kepala Negara atau Kepala
Pemermtah dari negara penandatanganan yang dibubuhkan pada perjanjian
oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh yang telah diangkat sesuai dengan
ketentoan. -

Saat Ini dalam praktek rat1ﬁka& lebih pennn g dari sekedar fermahtas
semata-mata, karena dianggap pernyataan resmi oleh suatu negara tentang
persetujuannya untuk terikatoleh perjanjian. Pasal 2 Konvensi Vienna ratifikasi
didefinisikan sebagai “tindakan internasional. . ..dengan cara mana suatu negara
menetapkan pada taraf internasional persetuguannya untuk terikat oleh snatu
peganpan

+ Adakalanya rauﬁka& dlanggap sebagai hal yang sangat penting, sehmgga
tanpa prosedurini suai perjanjian intemnasional dianggap tidak efekiif ? Menurut
praktek yang berlaku saat ini, ratifikasi merupakan syarat esensial. Hampir
setiap perjanjian intemasional modern memuat syarat ratifikasi yang dinyatakan
secara tegas. Oleh karena itu pada saat ini dianggap bahwa wewenang wakil-
wakil yang berkuasa penuh dibatasi adanya syarat ratifikasi tersebut. Ratifikasi
mungkin merupakan formalitas, namun formalitas yang esensial >

Dalam prakiek pelaksanaan perjanjian internasional necrara—peserta
perjanjian diberikan hak untuk melakukan berbagai tindakan.

2 Hal ini dikemukakan oleh Lord StoweH : (1 cat.kaki: Didalam kasus The Eliza Ann
{1812} 1 Dods 244,248, dikutip dari .G, Starke, Introduction to International Law, p.10

% Pasal 14 Konvensi Wina menentukan bahwa persetujuan suatu negara nntuk terikat
oleh suatu perjanjian internasional ditegaskan melalui ratifikasi, apabrla (a) perjanjian
internasional itu secara tegas menyatakan diperlukannya ratifikasi © atau (b) negara-
negara yang merundingkannya menyepakati bahwa ratifikasi diperlukan; atau (c)
perjanjian internasional itu ditandatangani dengan tunduk pada ratifikasi; atan (d)
kehendak menandatangani tunduk pada ratifikasi tercermin dari Kuasa Penuh aiau
secara tegas dinyatakan selama berlangsungnya perundingan-perundingan.
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B Necara~negara berhak nntuk memperoieh kesempatan mempelaj ari
kc—:mbah danmeninjau kembah instrumen-instrumen yang ditandatangani oleh

= paraz wakﬂ mereka sebeium melaksanakan kewmlban-kewajlban yang dum01 ST
o di cialaxrmya Negara peserta dapat men:mk diri dari keikutsertaannya. dalam__ .

.. guatuper anjian internasional jika negara yang bcrsangkutan menghendakmya
' _deakaﬂ ini dilakukan atas alasan kedaulatannya. -

Selanjumyaneefarapesertadapatmelal«:ukanpenyesuazanatas1szpexjanjlan R

g terhadap hukum nasionalnya, dan berakibat perjanjian internasional tersebut -~ .

. harus mengaimm pembahan atau penyesueuan dalam hukum nasmﬂal 3 angka__-
. wakmantara penandatanganan dan ratifikasi akan memungkmkan negara-negara

= untuk ‘nengeluarkan atau meminta perseiujuan parlemen yang d1peﬂukan untuk.

* kemudian meratifikasi. Pemmbangan ini penting dalam kaitan negara-negara
fader&sz dlmana Jika perundang-undangan untuk memberlakukan ketenman-
ketentnan perjanjian internasional berada dalam wewenang unit-unit anggota
federam -maka ketentuan-ketentuan perjanjian internasional harus
dikonsultasikan oleh pemerintah pusat sebelum perjanjian nternasional itu dapat
diratifikasi.

Prinsip demokrasi diter'lpkan dalam pelaksanaan perjanjian, yaitu bahwa
pemerintah dapat menyetujul perj anjlan lntemasmnal tersebut dan dapat pula
tddak menyefujuinya, o

?erkembangan sistem ketatanegaraan saatini, dumma berbagal organ
pemenntah selaln Kepala Negara diberi emchl kekuasaan dalam pembuatan
pmsedlu yang chpakal di seUap negara menyangkut I‘atlﬁkaSI juga berbeda-
beda. Misalnya, sering negara-negara menekankan perlunya persetujuan atau
konfirmasi parlemen atas suatu pezj anjian internasional, meskipun secara tegas
perjanjian internasional yang bersangkutan menentukan bahwa perjanjian
berlaku sejak pembubuhan tandatangan, sementara negara-negara lainnya
dengan konsisten men gikuti ketentuan dalam perjanjian yaitu menganggap bahwa
perjanjian mengikat tanpa perlu diambil langkah lanjutan.

Dalam prakiek Inggris, tidak ada ketentuan yang mensyaratkan bahwa
semua perjanjian internasional haros disetujui oleh parlemen sebelum diratifikasi.
Memang, ada kebiasaan untuk mengajukan perjanjian internasicnal terfentu
kepada Parlemen untuk memperoleh persetujuan, misalnya perjanjian
internasional yang menyangkut aliansi, dan ratifikasi hanya boleh dilakukan
apabila telah diperoleh persetujuan Parlemen. Namun, secara teoritis, Kepala
Negara (Ratu/Mahkota) secara konstitusional bebas untuk meratifikasi setiap
perjanjian internasional tanpa persetujuan Parlemen. Campur tangan Parlernen
hanya diperlukan jika substansi perjanjian ternyata mengubah hak-hak pribadi
warga negara, atan membebankan kewajiban pungutan dan dana masyarakat
dan sebagainya.
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_ Bzasanya ranﬁkaﬂ merupakan undakan yang dilakukan oleh ixepala Negara,
_tetapl dalam kasus pezj;anpampelj anjlan yang | kurang beg gztu penting maka
_ pemenntah_sendm ataul Menten Luar ‘negeri dapat melaktﬂ{an rauﬁ}mm Dokumen _
- ratifikasi pad |
_'mtemasmnal tzdak membenkan petun _] uk men crenal formahtas mstrumen—
-mstrumen i,
Wewenang untuk manoiak ramﬁkas dlanggap melekat pada kedaulatan
-' -negara ‘oleh karenaim mentirut hukum mtemas;onal tldak ada kewajiban nlorai
untuk merauﬁkam suam | perjanjiar: internasional. s -
‘Namun, dalam kasus “Law. Makmg Treatzes mululate; al sepem
konven51-k0nven51 ELO keterlambatan negara-negara dalam melakukan
ranﬁkasx (atau tidak merauﬁkasﬂ akan menyebabkan kecaman dan persoalan-
persoalan serius. Kantor ILO sejak lama telah mengembangkan teknik khusus
untuk mengawasiratifikasi konvensi-konvesi dan pelaksanaannya dalam hukum
nasmnai den gan membentuk suatu Komzie Khusus yang menan gam

2.4 Aksesi dan Adiesi

Dalam praktek, apabila suatu negara idak menandatangani suatu perjanjian
internasional, maka negara itu hanya dapat melakukan aksesi (accede) atan
adhesi (adhere) para perjanjian itu, Menurut prakeek saat ini, snatu negara
yang bukan penandatangan Jugadapat mengaksesi atau mengadhes; perjanjian
sebelum perjanjian yang bersangkutan berlakn, Pemnbedaan antara aksesi dan
adhem dikemukakan oleh beberapa teoritisi, dan tidak didukung oleh praktek
negara—negara

Aksesi meliputi keikutsertaan sebagai peserta dari keseluruhan pelganyan
mtemasmnal dengan penerimaan penuh dan utuh atas semua ketentuannya
kccuah jika adareservasi, sedangkan adhesi dapat berupa penerimaan hanya
atas sebagian dari perjanjian intemasional. Karena aksesi meliputi penerimaan
atas keseluruhan perjanjian interasional maka status keikutsertaannya sama
dengan penandatanganan ash perjanjian, sementara adhesi tidak demikian
Karcna hanya menerima prinsip-prinsip vang ada dalam perjanjian saja.

Aksesi diterapkan pula pada penerimaan oleh suatu negara atas suatu
perjanjian internasional setelah penyimpanan sejumiah ratifikasi yang disyaratkan
untuk berlakunya perjanjian. Sebagai contoh, apabila suatu perjanjian
internasional mensyaratkan sepuluh ratifikasi untuk memberlakukannya, maka
setelah sepuluh instrumen ratifikasi disimpan (deposited), maka penerimaan
(atauratifikasi) ke-11 atau selanjuinya dapat disebut “aksesi”.

Pasal 2 Konvensi Vienna mempersarnakan pengertian ratifikasi dan aksesi,
sementara menurut Pasal 15 Konvensi it aksesi memeriukan persetujuan untuk
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B _tenkat pada kewaijan pezjanjlan mtemaswnal dengan cara yzmU sama mutans _ 5

mutanchs sebagmmanaprosedu:ra_uﬁkasz men_urutPasal 14 |

semngga'keselmbangan hakdan kewaj xban yang di(;;ptakan oleh pexjanjlan
yang mengikat mereka tidak tﬁrganggu T

- “Saat rnulaz berlakunya perjanjian mtemasmnal bergantung pada ketentuan
dalam pezj anjzan im sendiri, atau atas kesepakatan negara-negara pesertanya G
Ada perjajian yang Iangsun g berlaku sejak penandatanganan, tetapi apabila
diperlukan ratifikasi, penerimaan atau persetyjuan, maka menurut hukum
infernasional perjanjian itu akan mulai berlaku efekﬁfhanya setelah pertukaran
penyimpanan sejt jumlah rauﬁkaa, penerimaan atau persetujuan oleh semua
penandatangan, hal ini men}adl kecenderungan yang beriaku saat ini. Namun
kadang-kadang. waktu tepatnya mulai berlaku peljanjlan chtetapkan tanpa
mempaﬂlaukan JHHﬂ&h ratifikasi yang masuk.

PGI_'] anjian] mternas;onal yang dlbentuk oleh anggota PBB hams dldaﬁarkan
secera dan dlpﬁbhk&Slkan oleh Sekretanat PBB.” Negara peserta pada
pezj anJIan yang tidak didaftarkan tidak dapat menyandarkan argumen pada
perjanjian jlkalau suatu saat berperkara di hadapan Iniernational Court of
Justice atau dalam s;dang sidang Majehs Umum atau Dewan Keamanan.
Namun dcmlklan ketentuanini tidak dapat diartikan sebagai menyatakan tidak
sah suatu perjanjian yang tzdak didaftarkan. : L

.. Kewajiban untuk meiakukan pubhka51 oieh Sekretanat dilaksanakan
melalm United Nations Treaties Series, lengkap dengan daftar ratifikasi,
penerimaan, reservasi dan sebaga.mya secara periodik

. Tahap akhir dari proses perjanjian internasional adalah memasukkan secara
tegas ketentuan-ketentuan perjanjian itu dalam hukum internasional dan
memberlakukannya, serta pengaturan dan pengawasan pelaksanaannya oleh
organisasi internasional yang ditentukan.

** Konvensi Wina, Tahun 1969, Pasal 24 ayat |
23 Pendaftaran dan publikasi perjanjian internasional diatur dalam Pasal 102 Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa.
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;-'Reservam merupaka suatu tmdakan suatu neoara-un u}c melakukan;

o penohmda:an terhadap salah satu ketentuan daiam pezjanjlan mtemasmnal
©Suatunegarasering mau menandatangam atau meratlﬁkam atau memberikan

L persetu;uan lamnyauntu _

rikat oleh suatu peiganpan mternasmnal secara

e -'sedennklan rupa sehmgga be‘rjerapa ketenman tertentu dari perjanjian itti Hdﬁ}\_

'reservas1 (reservauan) yanfr dlbuat sebagaunana mesnnya -

Apabﬂa suatu negara hanya mgm terikat'oleh bagxan tertentu dar_l atu
pelj anjian mtemaszonal persetu; uan untuk terikat tersebut hanya efektif apabﬂa
hal itu dibolehkan ‘oleh perj anjian internasional yang bersangkutan atan
diperjanjikan dengan negara-negara peserta lain. Apablia suatu perjanjian
internasional menglzmkan suatu negara peserta untuk terikat oleh sebagian
tertentu ketentuan yang dxpzhhnya diantara ketentuaﬂ—ketentuan yang berbeda,
maka persetujuan itu harus jelas dengan ketemuan nama negara 1tu akan
tenkat 2 Pagsal 17 Konvensi Wina Tahun 1969.

Reserv331 dalam Pasal 2 Konven51 Wina didefinisikan sebagal “Suatu
pemyataan sepihak, dengan cara apapun, yang dibuat oleh suatu negara pada
saat penandatanganan meratifikasi, menerima, menyetju ataumengaksesi suatu
perjanjian internasional, dengan mana negara i bermaksud untuk meniadakan
atau mengubah akibat hukum dari penerapan ketentuan-ketentuan tertentu dari
perjanjian internasional”, ‘Sebagai contoh, suatu reservasi mungkin menvatakan
pembebasan dari suatu keteninan perjanjian, atau mengubah ketentuan-
ketenman atau al-abat-aklbamya, ataumenafsirkan ketentnan yang bersan iglutan
secara khusus. Pernyataan oleh negara penandatanganan mengenai bagaimana
perjanjian internasional akan diberlakukan, yang isinya tidak mengubah
kewajiban-kewajiban dari penandatanganan vis-a-vis negara penandatan gan
1ain, adalah bukan reservasi dalam pengertian sebenarnya.

" Seperti halnya dengan kebebasan untuk tidak melakukan ratifikasi,
previlege dalam membuat reservasi dipandang sebagai hal yang berkaitan
dengan kedaulatan dan persamaan derajat negara-negara menyatakan tidak
terikat oleh ketentuan dari perjanjian internasional daripada mereka yang sama
sekali tidak menerimanya/meratifikasikannya.

Akibat hukum dari resevasi hanya mengubah ketentuan-ketentuan
perjanjian internasional yang direservasi, tetapi tetap menjaga keutuhan
hubungan perjanjian dengan negara yang tidak membuat reservasi.

6 Pasal 17 Konvensi Wina Tahun 1969,
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Pada dasarnya suai:u negara yang men gajukan reservasz hanya dapat- o

- "'.melakukan dengan persemguan negma~negarapesertalazn Jikatidak demikian,

- - makakeselunthan tujuan perjanjian internasional itn akan texganggu Adakalanya

. keinginan untuk melakukan reservasi sudah d:kemukakan pada saat sidang- . |
~sidang atau pada waktu beﬂangsungnya konferen31 yang kemudian disetujui-

'oleh delega51 nega.m Iaun tetapi pada pnnsxpnya suatu reservasi embno CR

_::".'.'penanmaan atau aksesz Apabﬂa suam negaxamgm meiakukan raﬂﬁkam atauf% i
_'_membenkan persetujuan 1amnya dengan reservasi, maka. negara‘'yang. ..
_'_ﬁ'bersanckutan harus menanyakan kepadanegara negarapesertalam apakah. =

mereka menyetujuiTeservasi tersebut atau tidak. Namun;, dalam praktelmya _

'negara-negara biasanya mengabalkan syarat memperoleh persemJ vandari .

negara lain demikian. Reservasi yang dilakukan pada saat penandatanganan
tidak dlumumkan pada saat berlanﬂsungnya konferensi, sedangkan reservasi
yang dilakukan pada saat ratifikasi atau aksesi tidak’ dikonsuitamkan atau
dumntakan persefujuan negara-negara peserta lain. - :

. Bentuk pencatatan reservasi cukup: beraneka ragam, kadang kadang
resewa& dimasukkan dalam Protocol penandatanganan yang dilampirkan pada
perjanjian internasional yang bersangkutan, kadang juga dilampirkan pada Final
Act, adakalanya dibuat catatan di bawah atau di atas tandatangan negara yang
membuatnya, atau dikemukakan melalui deldarasi pada wako konfrensi yang
kemudian dicatat dengan minuta (atau process-verbal) laporan sidang.

. Reservasi dan penerimaan, atan penolakan terhadap reservasi harus dibuat
secara tertulis dan diumumkan sebagaimana mestinya, juga reservasi yang dibuat
pada saat penandatanganan peijanjian internasional yang mengharuskan
ratifikasi, penerimaan atan persetujuan, harus dikonfirmasikan dalam instrurmen
ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan lainnya.”” Pada umumnya, diakui bahwa
reservasi-reservasi yang secara tegas ataupun secara implisit dilarang oleh
syarat-syarat dari suatu perjanjian internasional adalah tidak diperbolehkan,
sementara yang efektif adalah jika perjanjian internasional “secara tegas”
diperbolehkan oleh perjanjian internasional, maka hal it mernerlukan persetjuan
lagi dari negara-negara peserta perjanjian lainnya, kecuali jika perjanjian
internasional yang bersanglutan mengatur demikian.

. Dengan makin meningkatnya jumlah konvensi atau perjanjian intemasioanl
multilateral, maka praktek pembuatan reservasi (yang tidak dapat dicegah karena
prinsip kedaulatan negara) terhadap instrumen-instrumen multirateral telah
menimbulkan persoalan yang cukup mengganggu. Jelas dengan semakin
banyaknya jumlah reservasi, maka ada kencenderungan semakin melemahkan
dayaberlaku atau keefektifan perjanjian intemasional multilateral. Disamping

37 Pasal 23 Konvensi Wiena, Tahun 1966
2 Pasal 20 Ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1969,

73




F«wlmwm@#m Yol. 3 -'f\?a"-'-s "'Sebr'é;n"be}ébaéﬁ A

o P
: dan jelas dan maksud dan tujuan pexj anjlan micrnasmnal i bahwa penenmaan
_sepenuhnya perJ anjxan 1tu merupakan syarat utama maka dxbolehLan atau

o -_yancrmengamrsebammya

& -Apabﬂa aturan-aturan ini ﬁdak d1terapkan maka suatu negara yan g
' melakukan reservasi dltenma menj jadi | peserta perjanjian internasional Vis-a-
vi$ negara yang menerima reservasinya, sedangkan penolakan tezhadap reservasi
tidak akan menghalangl berlakimya perjanjian internasional diantara negara yarig
menolak dan negara yang mereservasi, kecuali jika negara yang menolak a,emﬁbut
menentangnya, yang ditentukan dalarn Pasal 20 ayat 4 Konvensi Vienna.

Pada tahun 1950, persoalan partisipasi maksimum dalam suatu pﬁi]é}n_]lan
1ntemasxonal muliilateral timbul dalam kaitannya dengan penolakan terhadap
reservasi-reservasi para peserta Konvensi Genocide 1948. Masalahnya meliputi
(a) pemberian izin reservasi; (b) akibat dari reservasi; dan (¢) hak-hak dari
negara-negara peserta untuk menolak reservasi. Hal ini kemudian diajukan
kepada International Court of Justice, yang untuk ini memberikan aa’wsary
opznzon yang dapat dlsunpulkan sebagai berikut : B SHaE

Tentang pemberian izin reservasi: Reservasi-reservasi dapat diizinkan
mesk;pun tidak ada suatuketentuan pun dalam konvensi yang membolehkannya.
Persetujuan tegas oleh negara-negara yang berkepentingan berkaitan dengan
reservasiitu tidak d1per}ukan karena persetujuan itu dapat secara implisit.
Apabila suatureservasi sesuai dengan hakekat dan mjuan-tujuan suatu konvensi,
maka negara yang membuat reservasi dapat dianggap sebageu peserta penuh
pada instrumen itu. Batu uji bagi kesesuaian it adalah prinsip bahwa konvensi
harus memiliki daya berlaku universal dan prinsip “integritas” dari mstrumen
yang bersangkutan.,

~“Mengenai akibat dari reservasi: tes kesesuaian sebagaimana dikemukakan
di atas harus diterapkan, karena apabila suatu negara secara pantas menolak
reservasi dengan alasan reservasi itu tidak sesuai dengan tujuan konvensi, maka
tindakan negara bersangkutan yang menganggap negara yang mereservasi
sebagai non peserta perjanjian adalah sah.

Hak negara—negara untuk menolak reservasi: Suatu negara yang berhak
untuk menandatangani atau menerima konvensi, tetapi kemudian tidak
melakukannya, tidak bisa menentang reservasi-reservasi. Juga penolakan oleh
negara penandatangan (tetapi tidak meratifikasi instrumen yang bersangkutan)
tidak efekuf setelah ratifikasi.
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e .membuat reservam Test Objekuf tentang kesesuaza.n reservam den@an tujuan
. perjanjian internasional j | juga sulit diterima oleh ne gara—negara pendatzmg, yang

" ___-kemungkman tidak akan menandatanangam mst:rumen seandainya negara it

secarasubjekif menyadan bahwa negara-negara  lain akan mela_kukan reservasz =

yang cukup dratis terhadap instrumen yang bersangkutan.®

' ::petjangmn internagional mengenai boleh ﬁdzﬁmyarasewas; dan akibat hukum - -

. ‘daritesery sx-apabﬂa dimuat. Namun; Majelis Umum PBE. menvanjurkan .
: 'kepada negara—negara ‘bahwa mereka harus. menglkuu adwsory opiniondari -

*“ICJ.* Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa jumlah negara sejak tahun 1952
B memngkat cukup dratis sehingga untuk bisa mengefekiifkan suatu perjanjian

internasional perlu keikutsertaan dari jumlah besar. negara dan karenanya
memberikan kemungkinan selias- iuasnya bagi reservasi, walaupun dengan
iconsekuensi bahwa integritas suatu perjanjian internasional akan rusak karena
kebebasan ini. Memang kalau dilibat dalam hukum intemasional yang berlaku
saat ini, | negara-negara dibebaskan -untuk melakukan reservasi dengan
persyaratan asalkan mengikuti pnn31p-pnnszp hukum tentang reservasi dengan
beberapa kekecualian tertentu.

- Barangkali metode terbaik uniuk memecahkan masalah inl adalah dengan
memasukkan Klausula khusus dalam perjanjian intemasional, yang menentukan
bahwa negara-negara dapat melakukan reservasi dengan syarat harus
berkonsultasi terlebih dahulu dengan negara pesertalain, selanjuinya ditentukan
batas waktu untuk memberikan jawaban terthadap keinginan reservasi ini,
sehingga apabila dalam jangka waktu tertentu itn tidak diperoleh jawaban tegas
maka dianggap bahwa reservasi itu disetujol. Tetapt apabila kemudian negara-
negara peseria mengemukakan keberatan terhadap reservasi, maka negara
yang mengajukan harus diberikan alternatif untuk meratifikasi (tanpa embel-
embel reservasi) atau tidak meratifikasi.

3. Analisis Administrasi Ekonomi Pernbangunan Di Bidang Hokam
Praktek yang berkembahg belakangan ini adalah suatu negara meratifikasi

atau mengaksesi suatu perjanjian internasional tetapi tunduk pada pernyataan-

pemyataan oleh pemerintah menyanglkut penerimaan atau penafsiran khusus.

¥ Kajian yang dilakukan oleh Law Commission mengenai masalah ini pada tahun 1951
tidak serta merta mengikuti jalan pikiran HJC, tetapi menekankan pada perlunya
persetujuan terhadap reservasi. ILC berpendapat bahwa vang lebih penting adalah
mempertahankan “integritas” suatu konvensi/perjanjian internasional daripada
mementingkan penerimaan sebanyak mungkin peserta tetapi menybabkan konvensi/
perjanjian internasional ity tidak efektif.

3 Anjoran/usul tersebut dapat dilihat dalam Resolust Majelis Umum PBE, tanggal 12
Januari 1952,

3 Kebebasan negara dalam melakukan reservasi diatentukan dalam ketentuan
Pasal 19 Konvensi Vienna
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o 'Penafsnan tersebut dapat terhadap keselumhan maupun sebagaan dan pezj; anjmn
S internasional, atau tunduk pada deldarasﬂpemyataan mengenal pelaksanaannya :
L d1tmgkat nasmnal : :

Dalam kenyataan sulit untuk membenkan pembeciaa,n antara deklarasﬂ

e _pemyataan demikian dengan reservasi. Apabﬂa suatu pernyataan Jeiasujelas -

_ 'dzmaksudkan untuk mengubah atau menghapus suatu kewajlban yang

internasional yang mema_ng sudah padaL seiring dengan pemngkatari 3umiah
' pelaku interaksi: Akibatnya, peluang terjadinya benturan dan dispufe juga

memngkat Masyarakat internasional menghendaki snatn penyeiesalan prakdis,
pragmatis, namun komprehenszf Untuk i, pada saat ini perkembangan
menunjukkan bahwa perjanjian internasional, khususnya di bidang kenangan
sedemikian berkembang dan menimbulkan implikasi pengaturan lokal di
hnckungan nasmnal masmcr-masmg pﬂaak sebagal subyek hukmn mtemaswnal

Hai tersebut ditunjang puia dengan dua prinsip dasar dalam hukurn
internasional, yaitu berlandaskan pada anggapan—anggapan vang berkembang
dalam lingkungan hukun infernasional.itu sendiri, yaitu: asas pacta sunt
servanda, yang menyatakan bahwa suatu huicum interpasional bersifat mengikat
dan‘harus ditaati oleh seluruh masyarakat internasional, serta asas primat
hukum internasional, yang berarti bahwa hukum mtemasmnal memlhkx
kedudukan yang lebih tinggi daripada hulasm nasional, '

- Perhatian ekstra dari bangsa-bangsa pada umumnya terthadap pexj anjlan
internasmnal Terlebih lagi didukung oleh kecenderungan rehabilitasi negara-
negara berkembang atas krisis ekonomi yang dihadapinya membuat perj anj ian
intermasional menjadi fenomena tersendiri yang merupakan urgensi yang tidak
dapat ditunda-tunda lagi.*

- Pengaturan secara internasional masalah perjanjian internasional diatur
dalam Vienna Convention/Konvensi Wma tentang Perjanjian Internasional
tahun 19691

3 Dalam pembuatan dan pengesahannya, perjanjian internasional melibatkan berbagai
lembaga negara dan lembaga pemerintah benikut perangkatnya. Agar tercapai hasil
vang maksimal, diperlukan adanya koordinasi di antara lembaga-lembaga yang
bersanglutan. Untuk tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan perundang-
undangan yang mengatur secara jelas dan menjamin kepastian hukum atas setiap
aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Konvensi ini memuat seperangkat peraturan komprehensif mengenai pembentukan,
penafsiran dan pengakhiran perjanjian yang kemudian menjadi acuan banyak negara
untuk membuat aturan lokal mengenal perjanjian internasional.ebih dari 63 negara
telah menjadi negara peseria Konvensi Wina yang berlaku efeltif pada tanggal 27
Januari 1980. Namun sebagai negara, Indonesia tidak menjadi anggota atan peserta

33
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esual _konvens1 tersebut pcr}anjlan 1nterna51ona§ adaiah suatu_ e

R Dalam praktek masyarakat mtﬁmasmnal membuat pelj;an_]ian dengan nama
_atau istilah: yangt berbeda—beda Istﬂah atau nama yang digunakan antara 1a1n

Mznuz‘es Memomndum of Understandmg, Fmal Acz‘ Gene:al Acr

: '-_'Armngemenr Summary Records Process Verbal Leﬁer of Inrem, Pact B
S Compromls' ,-dan Modus Vivendi. > : :

o Kenyafaan sampai saat ini belmn ada kianﬁka& Secara normauf mengenm
' pembcdaan 13t11ah~1stllah tersebut di atas 3  Dalam praktek hukurn perjanjian
menyatakan bahwa semua 1st}lah perj anjlan tersebut pada prms1pnya memxhkl
status hukum yang sama, kecuali ketentuan—ketenmaa dar1 perJ anﬁan tersebut
menyatakan sebalikaya.: -

Secara yuridis perbedaan tersebut udak mengurangl hak dan kewajzban
para pihak yang terfuang di dalam suatu peljanj ian intermasional. Penggunaan
suatu bentuk dan nama tertentu bagi perjanjian internasional pada dasarnya
menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait serta dampak politiknya
bagi para pihak tersebut. Istilah Profocol misalnya, biasa digunakan dalam
beberapa aspek di bidang diplomatik, seperti catatan hasil keputusan suatu
konferensi internasional, perjanjian setengah formil, dan penjelasan suatu
perjanjian internasional. Istilah Agreement sering dipakai bergantian dengan
istilah treaty, teratama terkait dengan hal-hal yang kurang formil. Convention
merupakan istilah yang dipakai untuk keperluan yang lebih khusus daripada
agreement. Istilah arrangement dipakai untuk-pengaturan yang formalitasnya
lebih rendah daripada agreement. Declaration merupakan suatu pernyataan
teniang-masalah pokok suatu persoalan yang mengikat pibhak-pihak
bersangkutan

Perjanjian internasional udaklah-termasuk suatu kontrak yang diadakan
oleh suatu negara (meskipun dilakukan negara lain). Karena, perjanjian ini
semata-mata sifamya komersial dan hukum yang mengatur perjanjian tersebut

Konvensi, sehingga pada prinsipnya Indonesia tidak terikat dengan isi Konvensi
tersebut. Namun karena ketentuan-ketentuan Konvensi telah menjadi hukom
kebiasaan internasional, maka dalam prakiek isi konvensi tersebut mau tidak mau
mengikat Indonesia

3 Isnlah alau nama perjanjian internasional tersebut dijelaskan pula dalam Penjefasan
Umum, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

¥ Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materd yang diatur
oleh oleh perjanjian tersebut memiliki bobot yang berbeda tingkatannya.
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.1111 mlsalnya adalah pex]anpan pm;am—mennn;am leasmg, dan’s sewa beh :
' Sedangkanpegangxanmtemasmnal yanﬂr dimaksud di sini adalah menoaiurhukmn

feol negaraunegara, tetap1 Juga d1 antara neaara dan 0rgamsas1 mtemasxonal Secara
e tidak Iangsung, peganjlan mtemasmnal guga mengaturhubangan atau kcpennngan

_ Mochta_r Kusumaatmadja mengemukakan bahwa pada umumnya
- pm] anjian-perj anjians ckonomi internasional demikian memiliki sitat-sifat,*
mempengamm secara luas tidak saja hubun gan~hubungan antamegara tetapl
juga mempencaruin sisiernhukum dan pohuk dan ekonomi negara-negaxa yang
menj jadi’ pxhak atau. peserta pada perjanjian tersebit. - Karepa umumnya
perjanjian- pegan_]zan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruln kewenangarn-
kewenangan negara peserta dalam mengatur masalah-masalah’ kebijakan
ekonomi: dan kepenﬁngan-kepentmgan ekononunya ‘maka efektivitasdari
perjanjian-perj 3.1‘1]1&1‘1 tersebut, yang pada analisis akhirnya berganmn g pada
kesepakatan dari para peserta (negara) perjanjian.?’ '

““Undang- undang Perjanjian Internasional, mekanisme dan prosedur
pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagai salah satu bentuk perjanjian
mnternasional yang kerap dilakukan oleh pemerintah beserta persetujuannya
oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan diatur dengan Undang-undang tersendiri.
Pada masa sekarang ini telah disusun rancangan Undang-undang tersebut yang
pembahasannya telah sampal pada tahap pembicaraan Panitia Antar
Depanemen

“Hukum yang berubah—ubah dapat dipengaruhi oleh bidang-bidang lam di
luar hukum, oleh sebab itu akibat hukum perjanjian internasional keuangan
yang direncanakan untuk memajukan pembangunan dapat menimbulkan
cksternal cost akibat ketergantungan pada dana asing tanpa diarahkan dan
dimanfaatkan sesuai keperluannya. Dilihat dari kacamata teori ketergantungan
yang dikemukakan oleh Michael P Todaro, negara-negara berkembang yang
aktf dalam kegiatan hubungan ekonomu internasional, pada akhimya hanya
akan menjadi tergantung dan terus menerus dirugikan.® Namun apabila
pelaksanaannya ditkuti oleh pendapat konira neoklasik yang memberi

% Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, Jakarta,
1976, Hlm.23.
? Hal ini berarti pula bahwa efektivitas yang berkelanjutan dari per;anjlan—per_;an_]mn ini
bergantung pada kesepakatan dari para pesertanya. Perjanjian-perjanjian tersebut
untuk dapat berlakunya harus dapat diterapkan pada sistem hukum nasional dari
negara-negara pesertanya, maka efektivitas perjanjian internasional demikian
berwantung pula kepada efektivitas isi perjanjian tersebut.

% Michael P Todaro, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Alih Bahasa Haris
Munandar, Erlangga, Jakarta, 1999,
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: :kcsempatan pengembancan pasar dalam pengawasan dan perencanaan_ o _'

- ‘pemeriniah dapat mencapai hasil yang: baﬂc Hai ini dapat dilihat pada ncgara—___.'

' 'negc.raberkembang antar fain Koreaseiatan kxan terganmngpadaperekononnan o

|  internasional, namun sama sekalitidak: dngxkan pada hubungan ekonomi

" internasional, bahkan masih mengadl kolom]epang sampai tahun 1945 Faktor,

 ‘eksternal. sebagal ak1bat dikuasai. Jepang, dan. Amenka Serikat yang

_-_._-membendung komumsme dan: Korea: Utara menmntumgkan karepa

; imemperolehban 'a_ndanAmenka Senkatsejaktahun 1950 an, banya}cterbanm‘ L

bungan dagang dengan negara-negara. maju barat yang -

£ 'memﬂlkl kepennnoan politik terhadap stabilitas kerakmuran. Korea, antara -

'; _iam melalui penggalangan industri domestsk yang: aktlf pembatasan operasi

o pemsahaan—pemsahaan multinasional serta penﬁutamaan industri pribumi dan

pemakaian pinjaman untuk membiayal proyeki mvestasmya, serta pelaksanaan
landreform yang, palmc menyeluruh di kalangannegara ‘berkembang dan
mernberi penekanan yang lebih besar pada pengembancan pendidikan dasar
dari pendidikan universitas yang sangat penting bagi kernajuan Korea Selatan.
Mamun menjadi pertanyaan adalah baoalmana dﬂaksanakannya
ketergantungannya . - N :

Pengalaman pembangunan Korea Seiatan menunj ukzm keterganmngan
yang tidak terlalu menguntungkan. Peran sentral perperintah dalam pelaksanaan
pasar kurang menguntungkan, nayaun dalamkeberhastlan Korea Selatan sebagal
akibat kepercayaan pada mekamsme pasarinternasional. Dalam ‘negeri peran
i}emenntah pentmo namun dalam menghadapz pasar eksp{)r mekamsme pasar
diandalkan yang sesuai dengan teori kontra neoklasik. - §

* Dalam kenyataannya sikap terhadap pasar internasional itu merupakan
bagla.n dari kebijakan dan strategis pcmbangunan domestik oleh pemerintah.
“Kondisi ekonomi yang kuat merupakan salah satu keberhasilan di pasar
internasional. Peran pemerintah dimulai dari perencanaan, pela}csanaan hingga
pengawasan strategi pembangunan di berbagai sektor, dan memberikan aneka
pajak dan insentif yang mendorong kesediaan pemsahaan—perusahaan unik

mengikuti arahan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian nasional.,
termasuk penetapan perusahaan dan sektor-sektor andalan untuk ekspor,
walaupun perusahaan itu milik swasta. Dukungan pemerintah ini lambat laun
memampukan perusahaan domestik mampu bersaing dengan perusahaan
multinasional dan mengasah keunggulan komparatif (dinamis).

Halini tidak terjadi di Argentina, juga negara-negara di Amerika latin dan
Afiika yang mengalami perubahan strulctural, namun standar hidup penduduknya
mengalami stagnasi, yang bertentangan dengan teori pola struktural yang
mengatakan bahwa terjadinya perubahan struktural tertentu merupakan
pertanda kemajuan pembangunan yang ditkuti oleh peningkatan kesejahteraan
atau taraf hidup penduduknya.Negara-negara ini pada mulanya mengalami
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'_pertumbuhan namun berakhlr dengan kemeroso{an dalam proses '
lipembangunannya karena melakukan impor: modal 1 namun tidak melaknkan’
- “tabunzan domestik. Menurut data Bank Dunia Argentma mengaiaim
pertumbuhan negatif selama 1995- ZOGOan, mvestasx domestlk susut mmus 8,3%
" '_pertahandanndakdapamnggallandas g o
- Dariuraian di atas Indonesia seharusnya mermhh mana yanﬂ terba}kdalam

s ----menank dana asing guna pembangunan. ekonomi nasional. Apakah '_an
o menglkuﬂ apa yang dilakukan, Korea selatan atau olehArgentma dan fiegara-
oo negara Amerika latin Imnnya Dalam kenyataannya berbagai. keszakan
_ :dltetapkan pemenntahyang mengmd:kasﬂcan adanyacampurtangan pemerintah

untuk mencapai’ tu;uan pembangunan nasional df:ngan cara antara lain
menampung dana asing melalui pinjaman luar negeri, menetapkan berbagai
kebijakan, namun pengaruh polmk mencha}angi terhambatmya pencapaian tujuan,
dan budaya korups1 pengaruh larangan persetujuan internasional di bidang
perdagangan yang mempen garuhl b;dang—bida.ng lam menambah lambatnya
pencapala.n pembanounan Ny

4. Kesnnpulan Dan Saran

4.1° Kesnnplﬂan

4.1.1 Fungsx .dan manfaat perjanpan pmjaman 1uar negeri . sesuiai
Pasal 11 UU berdasarkaa Pasal 11 UUD 45 adalah sebagau hukum
dasar kewenangan Pre51den sebagai kepala pemenntahan dalam
dalam membuat perjanjian internasional dengan negara lain: yang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar,bermanfaat bagi
. kehidupan rakyat yang terkait, antara Jain melalui beban keuangan
.. negara. Mekanisme pelaksanaan pexjanjzan pinjaman luar negeri yangs
. dilakukan oleh suatu. negara sesuai hukum internasional dalam
Y pelaksanaan secara nasional melalui ratlﬁkam yang dianggap sangat
penting, sehingga tanpa prosedur ini suatn -perjanjian intgrnasicnal
dianggap tidak efektif. Menurut prakiek yang berlaku saat ini, ratifikasi
merupakan syarat esensial. Hampir setiap perjanjian internasional
modern memuat syarat ratifikasi yang dinyatakan secara tegas. Oleh
karena it pada saat ini dianggap bahwa wewenang wakil-wakil yang
berkuasa penuh dibatasi adanya syarat ratifikasi tersebut. Ratifikasi
mungkin merupakan formalitas, namun formalitas yang esensial.

4.1.2 Gagasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan perjanjian
internasional di bidang keuangan khususnya tentang mekanisme dan
prosedur dalam pelaksanaan Pasal 11 UUD 45 adalah Menteri
Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam melaksanakan
pemerintahan, oleh sebab itu demi kelancaran dan keterpaduan
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s :_pelaksanaan dan_ pengawasan serta sank31d1 bldang keuangan

! negara - demi: kepentmﬁa_n '-rakyat dibutuh}can adaﬂya laporan dari -
- :Pimpman lernbaga negara, -pimpinan’ lembaga pemenntah baik -

. departemen maupun non departemen di tingkat pusat dan daerah,

'_ maupuniembaoalamnyayangmelakukanpeganyanmternasmnai yang

.. terkaitdengan pinjaman danhibahluar negeri.
: ---4.1:3.;:5-Pel}anjlan keuangaa denoan ncgaralammempakaﬂ p@laksanaan salafhx

o pemndang»undangan suatu pexjanjlan internasional di dalam Lembaran

' Negara dimaksudkan agar setiap orang dapat 1 men getahui perjanjian

" yang dibuat pemerintah dan mengikat seluruh warga negara Indonesia,

sehingga asas pacta sunt servanda dan primat hukum internasional

. dapat terimplementasi dengan baik, dan tanpaharus beﬁentangan dengan
hukum nasmnal

42 Saran

4.2.1" Demi kelancaran pemanfaatan pelaksanaan pembangunan, maka

perjanjian internasional yang sudah disepakati, sementara prosedur
.. ratifikasi dilaksanakan, hasil perjanjian tersebut dapat diterapkan.

4.2.2 Demi terlaksananya mekanisme pengawasan maka Menteri Keuangan

menyampmkan laporan perjanj ian internasional yang terkait dengan

' pinjaman dan hibah luar negeri kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan

. menyediakan informasi tentang perjanjian infernasional di bidang

.- kenangan kepada publik: Ketentuan tentang pengawasan terhadap

- pelaksanaan atau penggunaan perjanjian internasional yang terkait

~..-.dengan pinjaman dan hibah luar negeri dilakukan oleh instansi

- pengawasan internal maupun eksternal pemerintah. Laporan hasil

pengawasan tersebut disampaikan kepada pimpinan lembaga negara,

pimpinan lembaga pemerintah, baik departernen maupun nondepartemen

di ingkat pusat maupun daerah yang bersangkutan dengan tembusan
kepada Menteri.

4.2.3 Karena pelaksanaan dan penegakan perjanjian-perjanjian internasional
ternyata mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kaidab-kaidah
hukum nasional, sehingga kadang-kadang kaidah hukum kita menjadi
tidak efektif lagi, atau memdapat arti yang berbeda dari artinya semula.

2l

am m_]uan negara, yaztu untuk memperoleh dana dalam pﬂmbangunan' s
-konomi gun _kcsej ahteraan rakyat Mengmgat beﬂakunya perjanjian
" internasional di bldang keuangan mengikat semua p1hak makahams
- diumumkan kepada semua plhak Hal tersebut sesuai dengan Pasal 13
L Undang—undang Peg anﬂan Intcmasmnal yanor menyatakan bahwa seuap
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OIeh sebab im dengan d]:anﬁkasmya suata peljanglan mtemasmnal maka
dlbutlﬂakanpengkaglanyangmendalambagalmanapengamhnyateﬂladap_
kmdah~ka1dahhukum Iam yang terkait s
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